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BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 368 TAHUN
2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
menyebutkan “Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam
rangka Pinjaman Daerah dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan”;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
apabila terdapat perubahan terhadap komponen Pendapatan
Daerah, Belanja Daerah maupun Pembiayaan Daerah setelah
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah
dapat menyesuaikan dengan terlebih dahulu melakukan
Perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuningan
Nomor 368 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 368 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun 2022 Nomor 368), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 3
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kuningan Nomor 368 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023 Nomor
3);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 368 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor
368 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun
2022 Nomor 368), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 368 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023 Nomor 3), diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 33

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

a. penerimaan pembiayaan sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga
puluh milyar rupiah); dan

b. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp86.500.000.000,00 (delapan
puluh enam milyar lima ratus juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 34

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 huruf a sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh
milyar rupiah), yang terdiri atas :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya,
Pencairan Dana Cadangan;

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
Penerimaan Pinjaman Daerah;

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
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Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp
70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah).




(3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ sebesar Rp0,00 (nol rupiahj.

(5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufd sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).

(6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 35

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 huruf b sebesar Rp86.500.000.000,00 (delapan puluh
enam milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas :

a. Pembentukan Dana Cadangan;

b. Penyertaan Modal Daerah;

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
d

. Pemberian Pinjaman Daerah; dan

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a sebesar Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar
lima ratus juta rupiah).

(3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

(4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang Dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar
Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).

(5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).




Pasal II
Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
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